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ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan vang koat vang terjadi antara faki-laks dan
perempuan atas nama pemikaban. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul
kewajiban-kewajiban lain akibat adanya hubungan perkawinan, Mamun bila dalam
perkawinan sudah tidak ada lagr ketenteraman dan rasa kasih sayang, ditambal
dengan perselisthan vang lemus menerus maka hakokat dan perkawinan i sendir
sudah tidak ada lagr Fala hal ini terus berlanjut dan sudah tidak bisa diselesaikan
maka barulah terjadi percermian. Ketika ferjadi percerman, maka akan dmbul akibat
hukum yang berkafan dengan perkawinan, 5alah satu permasalahan yang timbul
atdalah menvanglkut permasalaban pembaman harta bersama dan juga hak pengasuhan
anak. [Dalam Pasal 78 LU Ko 7 Tahun 1989 menvatakan, perkawinan vang putus
dengan ceral gugal memberikan hak kepada isteri berupe haefharah (pemeliharaan
anzk) dan harta bersama. Pasal 86 UL Na, 7 Tahun 198% menyatakan, perkawinan
vang putns denpan cera talak memberikan hak kepada steri berupa  penguasaan
anak, nalkah anak, nafkah =ten dan harta bersama, Adapun perumnsan masalah vaitu
bagaimana penyelesatan sengketa mengenal hak asul anak fradfhanaly) Alasan-alasan
apa vang dikemukakan olel hakim dalam memutuskan perkara mengenai hak asub
anak fhadhanah) akibat terjadimya perceraian serta kendala-kendala yang dihadapi
dalam penveleszian sengketa menpgenal hak asuh anak fhadfenaly) dalam  perceraian
di Pengadilan Agama kelas | A Padang. Pendekatan vang digunakan adalab
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode dengan melakukan pendekatan techadap
masalah, dengan melihat norma-norma hukum vang berlaku, membandingkan dengan
prakiek di lapangan sejauh mana peraturan itu berlakn dalam masvarakat sehubungan
dengan permasalaban vang ditemul dalam penelitian, Berdasarkan hasil penelitian
dapat diketalul bahwa cara penvelesaian sengketa mengenai hak asub  anak
ihadfianah) akibat terjadinyva perceraian denpan mengajukan permehonan perkara ke
Fengadilan Asama Padang dengan memasukkan hak pengasuhan anak dalam surat
permohonan perkara, kemudian vang menjadi alasan bagi hakim dalam memutuskan
perkara mengenai hak asuh anak Feedfanat) akibat terjadinva perceraian adalah
seanal dengan pasal |56 Bompilasi Hukum Islam vaitu anak vang belum mumavviz
berhak  mendapatkan  Aadbana dan sbunva Kendala vang  dihadapi  dalam
penvelesgian senpketa mengenad hak asub o oanak  (adfiana®y  akibat rerjadinya
perceraian di Penpadilan Apama Padang adalah mengenal pembukoan dan eksekusi.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan yvang kuat yvanp terjadi antars Tnki-laki dan
perempuan atas nama pernikahan, Dengan adanya perkawinan maka akan timbul
kewajiban-kewajiban lain akibat adanya hubungan perkawinan, Hubungan antara
suami dan istri merupakan permasalaban pokok dalam hubungan antara sesama
manusia baik sebagai individu maupun manusia sebagai makhluk sosial

Allah SWT memberikan kita petunjuk yang menerangkan belapa indahnya
sebuah perkawinan, sebapaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rum
ayat 21 ¢ "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakun
untukmu istri-istei dard jenismu sendiri, supaya kamu cendemang dun merasa
‘enteram  kepadanya, dan dijadikan-Nya disntaramu rass kasih dan sayang.
Sesungpuhnya pada yang demikian itn benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum vang berpikir .

Tad? hubungan antara suami dan istri yang berjalan dengan baik akan
memberikan hasil positif yang bermanfaat dalam membentuk suaty masyarakat.
Peran  strategis  dalam  pembeniukan  suatu masyarakat  dimulai  dengan
terbentuknya keluarga yeng kemudian berkembang menjadi suatu masyarakat, Jan
kemudian terbentuklah suatu negarn, Kita dapat melihat betapa keluarga yang
timbul Jari hubungan perkawinan mempunyai peran yeng besar bagi terbentuknya
negary,

Perbedaun jenis inilah maka dapat dilangsungkan keturunan dengan jalan

perkawinan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adaluh hidup bersama

Depariemen Agama Republik Indonesia, (2004), A Quran dan Terfemakan va, OV Penerbit 1-
ART, Bandung, him. 407,



dari scoranp laki-laki dan seorng perempuan, yang memenubd syurat-syarat’,
Tujuan wams dari perkawinan adalab semala-mata untuk mencapal ridho Allab
SWT dan menegakkan syiar agama.

Menurut Undang-Undang Memor 1 Tahun 1974 wnang Perkawinan
terdapat penpertian menpenai perkawinan, Pada Pasal | dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan perkawinan ialah tkatan lahir balin antara secrang pria dengan
seorng wanita schapsi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga {rumah
tanggea) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 3.

Perkawinan yang terbentuk dalam svatu ikatan yang formal lidak hanya
herjulan dengan mudah, Perkawinan merupakan suatu bahlera yang dijalankan
untuk menciptakan keluarga yang Sakingh, Mawaddah, Warahmah. Perjalanan
untuk mencapel kondist seperti ini akan mendapatkan tantangan-lantangan.

Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh
karena itelab maka dalam rumah tangga perkawinan suami dan iste dituntul wotok
saling  melengkapi  kekurangan  masing-masing. Suvami  adalah  imam  bag
keluarganya, yakni bisa memimpin keluarga dan menjadi panutan bagi isten dan
anak, Sang suami yang berperan sebapai imam diharapkan mampu memimpin
Lelusrpanya apar tercipta suasana yang harmonis di dalam kelvarga,

Marmun bila dalam perkawinan sudah tidak ada lagi ketenteraman dan rasa
kasih sayang, ditambah denpan perselisihan yang terus menerus maka hakikat dari

perkawinan itu sendiri sudah tidak ada lagi. Bila hal ini terus berlanjut dan sudah

=

" 1. Winono Prodjodikore , (1999), Hukum Perkawinam of Indonesiz, Sumur Bandung, Bandung,
hlm. 7.
" Undang-undang Momor 1 Tahun 1974 Tenrang Perkawinan



tidak his: diselesaikan maks barulah terjodi perceraian. Ketika tegadi perceraian,
maka akan timbul akibat hukum vang berkaitan dengen perkawinan. Salah satu
permasaluhan yang timbul adalah menyangkut permasalaban pembagian harts
bersama dan juga hak penpasuban anak. Jika selama perkawinan diperoleh barta,
maka hara o adalah harta siekadk, wvaitu harta bersama yang menjadi mibk
hersama dard suamd istel. Karena e dalam islam ada harta suami istri yang
terpisah dan ada harla kekayaan tidak terpisah.

Dalam hal harta kekavaan yang lerpisah, masing-masing darl suami dan
istri berhak dun berwesang atas harta kekayaan masing-masing, Suvami fidak
berhak atas haria istrinysa, karena kekuasaan istri terhadap hartanya tetap ada dan
tidak berkurang sebab perkawinan, Suami tidak baleh mempergunakan harta istri
untuk membelanjai rumah tanppa kecuali dengan izinnya, Harta istn yang
dipergunakan untuk membelanjai rumah tangga, menjadi hutang atas suami dan
sunmi - wajib  membayar  kepada  istrinyn,  kecunli jika  istrinya mau
membehaskannya. Sebaliknya st dapat mempergunakan harta suaminya deopan
tzin Hakim, scandainya tidok mmm.la:umn};k“

Pasal 78 UU Mo, 7 Tahun 1989 menyatakan, ilbrkd\’-ll1dt1 yang putus
icngan ceral gugat memberikan hak kepada isten berupa fedfaman (pemeliharan
anak) dan harta bersama. Pasal 86 UU Mo, 7 Tahun 1989 menyatakan, perkawinan
veng putus denpan cerai talak memberikan hak kepada isteri berupa penguasazn
anak, natkah anak, nafksh isteri dan barta bersama, Namun pada prakteknya di
‘apangan ada indikasi babwa si suami mengabaikan hak-hak vang seharusnya
diterima oleh isteri. Pada kasus ceral gugat didapati hanya sedikit suami vang

memberikan hak yang seharusoya ditecima aoleh isteri.

Permasalahan lain yang cukup penting ketika terjadi perceralan adalah

mengenai hak asuh anak. Ketika tedjadif percemiomd gpkgpdimbul persoalan
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118, Djamil Latif, (1982), Ancta Hukum Perceraion D fedonesin, Ghalia Indonesia, Jakarta,
o, 83




sizpakah yang berhak untuk menpasuh anak? Perlanyaan ini muncol Karena antara
summi dan istri sama-sama mempunyal keinginan vang keal untuk mengasch
anak  Keinginan yvang kust ini menychabkan muneulnya senghets mengena
nengasuhan anuk,

Berdasarkan kasus yang terjadi di lapanpan terutama yang menyanghut
mengenal hak asuh anak akibat terjadinya perceraian. Ternyata ditemukan adanya
dorongan vang kuat diantara kedua orang tua yang telzh berceral unluk mengasub
anak, Dorengan ing timbul karena rasa cintanya terhadap anak mereka yang
merupakan buah dari perkawinan.

Keinpinan yvang kuat diantara orang tua antuk mengasoh anaknya akhirnya
menimbilkan  sengketa.  Seogketa  yang  timbul  ini akhimya diajukan ke
Penpadilan Agama untuk diselesaikan. Hakim selaku pemﬁtug perkara berusaha
antuk memberikan keputusan vang adil terutama yang menyangkut mengenai
persozlen hak asuh arak, karena hal ini akan mempengarhi masa depan dari anak
tersebul.

Dengan melibat pada persoalan dan latar belakang di atas maka penulis
merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa
mengenal hak asuh anak akibat terjadinya perceraian dan bagaimana proses
erwujudnya  hak-bak  tersebut di pengadilan Agama Kelas 1 A Padang.
Permasalahan ini penulis angkat dengan sebuab judul : PENYELESAIAN
SENGEKETA MENGENAI HAK ASUH ANAK (HADHANAI PADA
PERKARA NOMOR  131/PALGRI06TA Pl SEBAGAI  AKIBAT

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara NOMOR 131/Pd6GO06/PA.Pdg

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai persoalan senghela mengensl
hak asuh anak  (hadhangh)  dimulal dengan  deskripsi perkara Nomet
13 1/Pde G 2006 P A Pdg.

Peckara ini merupakan perkara cerai talak dimana pemohon sebagal suami
herkeinginan menceraikan isterinya selaku termohen. Femohon mengajukan sueat
permohenan cerai talak pada ketua Penpadilan Apama Kelas [A Padang tanggal
16 maret 2006, Pemohon telah menikah dengan termehon sejak tanggal 17
Oktober 2003 dan selama pernikahan tersebut pemehon dikarunial 1 orang anak.
Adapun kronologis persoalannya sebagai berikut:

Ade Riana bin H.T.B Sujana, umur 28 tabun, pekerjaan TN1 AD, tempat
tingpal di jalan Asrama Kipan-B Yonif 133/ys kelurahan Air Tawar Timur,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Selamjurnya disebut sebagai : PEMOHON
Diengan ini mengajukan “Permohonan Cerai Talak™ terhadap istr Pemohen

Rinny Fitri binti Baini, wmue 24 tahun, spama islam, pekerjaan
Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Stasiun kereta api, Kelurahan Pasar Remaja
Kecamatan Lembah Segar kota Sawahlunto.

Selanjutnya disebut sebagal : TERMOHON
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Nerdasarkan dard hasil penrclitian yvang penulis lakukan di Pengadilan Agama

Kelas 1 A Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

|, Pengajusn permohonan mengenai hak asuh anak (hadhanah) ke Pengadilan
Apama Kelas 1T A Padang dapat digjukan bersama dengan pengajuan
permohonan ceral. Hakime dalam menyelesaikan perkara menpenai hak asuh
anak ¢hadhanah) sudab konsisten dalam menepakkan peraturan perundang-
undangan yang bersumber pada hukum [slam. Hakim berpedoman pada Pasal
105 Komplast Hokum Islam dimapa  pemelibaraan anak  yane belum
mumapviz atan belum berumur 12 tabun adaah hak ibunya. Hkim juza
memperhatikan hak dari anak vang terdapat pada Pasal 156 Kompilasi Hukum
[slam bahwa anak yang belum suwmayvyiz berhak mendapat hadhanah dari
tbumnya.

2, Alasan yang menjach pertimbangan bagi hakim dalam memetuskan perkara
hadhanal adalah menyangkut kemaslahatan anak. Hakim bertindak sesuai
dengan Pasal 103 a vakni hak pemeliharzan anak vang belum mumapyiz alau
belwn berwmnur 12 tahun adalah bak ibunya.

i. Kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa mengenal hak asuh anak
adalah  mengenai  pembuktian  dan  eksekusi. Pembuktian merupakan
permiasalahan vang cukup berat ketika penyelesalan senpketa mengenai hak

asuh anak thadhanak).



B. SARAN

1.

Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Padang dalam memeriksa perkara
permohonan hak asub agnak dhadhanall)  baras selalu menjapa keadilan,
Hakim juga tetap konsisten dalam menegakkan peraturan vang berkaitan
dengan hukum islam,  Kepulusan yvang dikeluarkan nantinva akan dapat
diterima oleh kedua belah pihak karens merasa baknya sudak diperjuanskan.
Hakim perlu teliti dalam memutuskan mengenal hak asuby anak. Alasan-alasan
vang dikemukakan oleh Hakim dalam membuat keputusan harus melihat
kemaslahatan sang anak.

Pembuktian  meropakan  sarana unluk  menemukan  kebenaran,  Dalam
memeriksa bukti harus ada ketelitian hakim, oleh karena itu perlu adanya
sikap yang bijak dalam memeriksa bukti-bukii yvang diajukan oleh kedua belah
pihak yang berkaitan mengenai sengketa hak asuh anak (hadhanah). Jura sita
selaku pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi juga harus bersikap

arif agar pelaksanaan eksekusi terhadap anak befalan dengan baik.
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